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ABSTRAK 
 
Sewa menyewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang 
dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong. Sewa menyewa 
merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan 
waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak 
pemilikan atas barang. Salah satu kegiatan sewa menyewa yaitu sewa menyewa 
tanah ladang yang terjadi di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten 
Banyumas. Sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Desa Bantar kurang 
sesuai dengan syarat sewa menyewa (ija>rah) karena dalam hal pemanfaatan tanah 
dan penentuan batas waktu tidak dijelaskan secara pasti pada saat akad dilakukan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Bantar kecamatan 
Jatilawang Kabupaten Banyumas. Adapun sumber data yang digunakan adalah 
sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik dan 
penyewa tanah ladang dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh 
dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik tanah ladang yang 
memberikan sewa (mu’jir) dan penyewa tanah ladang (musta’jir). Objek 
penelitiannya adalah sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan 
jatilawang kabupaten Banyumas. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Adapun hasil penelitian ini adalah praktik sewa menyewa tanah ladang di 
Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan 
hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun ija>rah. Terdapat kekurangan pada 
syarat ija>rah yaitu tidak ada kejelasan manfaat dan penentuan batas waktu pada awal 
akad dan pembayaran upah sewa yang tidak dibayarkan pada saat akad, namun hal 
tersebut karena alasan-alasan yang dibolehkan dalam Islam yang mengandung unsur 
tolong menolong selain itu kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat 
setempat. 
 
Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa menyewa, Tanah ladang, Desa Bantar 
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MOTTO 
 
                            
     
 
dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah. 
(Q.S: al-Maidah: 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 danNomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B be 
ت ta‟ T te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J je 
ح h} h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ ze (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a' t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
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غ gain G Ge 
ؼ fa‟ F Ef 
ؽ qaf Q Qi 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L „el 
ـ mim M „em 
ف nun N „en 
ك waw W W 
ق ha‟ H Ha 
ء hamzah „ Apostrof 
م ya' y' Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةددعتم Ditulis muta’addidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbu>t}ahdiakhir kata Bila dimatikan tulis h 
ةمكح Ditulis h}ikmah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal  
a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلكلأاةمارك Ditulis Kara>mah al-auliya >’ 
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b. Bila ta’marbu>t}ah hidup atau dengan h{arakat, fath}ah atau kasrah atau d}ammah 
ditulis dengan t 
رطفلاةاكز Ditulis Zaka>t al-fit}r 
 
D. Vokal Pendek 
 
 
fath}ah Ditulis A 
 kasrah Ditulis I 
 
d}ammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1. Fath}ah + alif Ditulis a> 
 ةيلهاج Ditulis ja>hiliyyah 
2. Fath}ah + ya’ mati Ditulis a> 
 ىسنت Ditulis tansa> 
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i> 
 يمرك Ditulis kari>m 
4. D}ammah + wa>wu mati Ditulis u> 
 ضكرف Ditulis furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
1. Fath}ah + ya’ mati Ditulis ai 
 مكنيب Ditulis bainakum 
2. Fath}ah + wawu mati Ditulis au 
 ؿوق Ditulis qaul 
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G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركشبلأ Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
فآرقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkanl (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama>’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
ضكرفلا لكذ Ditulis Z|awi> al-furu>d} 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
 
 
I. Singkatan 
 
SWT  : Subh}ha>nahu>wata’a>la> 
SAW  : Sallala>hu’alaihiwasallama 
Q.S  : Qur‟an Surat 
Hlm  : Halaman 
S. H  : Sarjana Hukum 
No  : Nomor 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan/ 
manfaat dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran 
suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 
pembayarannya.
1
 Islam adalah agama yang mudah atau tidak menyulitkan yang 
meliputi segala aspek kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa menyewa.
2
 
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai 
nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟.3  Sewa secara istilah yaitu 
akad atas beberapa manfaat atas penggantian.  
Islam sebagai agama yang realistis, artinya hukum Islam tidak 
mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan 
diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan 
hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun 
umat manusia.
4
 Dalam Islam sewa menyewa dibolehkan karena mengandung 
                                                             
1
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 2008), hlm. 381.   
2
http://etheses.uin-malang.ac.id/344/5/10220023%20Bab_I.pdf. Diakses pada hari kamis 
pukul 14.15 WIB. 
3
 Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.  
4
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 
hlm. 184. 
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unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia
5
 bahkan hal ini di 
anjurkan dalam islam. Segala bentuk aktifitas kerjasama dibolehkan selama tidak 
melanggar ajaran agama, seperti garar, maysi>r, dan merugikan satu pihak. 
Berbagai bentuk kerjasama dalam Islam dikenal dengan muamalah. 
Muamalah secara bahasa bermakna saling bertindak, saling berbuat dan 
saling beramal.
6
 Menurut Idris Ahmad dalam buku Fiqh Muamalah karya 
Qomarul Huda, fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah 
yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya 
untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling 
baik.
7
 Salah satu bentuk muamalah yang umum dikenal dalam fiqh muamalah 
adalah  ija>rah (sewa).  
Sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam 
batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 
pemindahan hak pemilikan atas barang. Menurut Sayyid Sabiq di dalam buku 
fiqh muamalah karya Hendi Suhendi bahwa sewa (ija>rah) ialah suatu jenis akad 
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
8
 Dilihat dari segi obyek 
ija>rah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ija>rah yang bersifat manfaat dan 
ija>rah yang bersifat pekerjaan. Ija>rah yang bersifat manfaat contohnya seperti 
sewa menyewa tanah, sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, pakaian dan 
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http://repository.uin-suska.ac.id/8340/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada hari jumat pukul 13.20 
WIB.  
6
Cholis Nafis M, Teori Hukum Ekonomi Syariah  (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 23.   
7
 Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah, hlm. 4.  
8
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115. 
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perhiasan. Sedangkan yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana firman Allah dalam 
             
“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada 
mereka upahnya” 
 
Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi 
suami untuk menyusukan anak-anaknya, sekalipun demikian anak itu tidak mau 
menyusu kepada perempuan lain, tetapi mau pada ibunya, maka wajiblah anak itu 
menyusu pada ibunya, dengan upah yang sama besarnya dengan upah yang 
diberikan orang lain. Ayat ini dijadikan dasar bolehnya mengupah pekerjaan 
kepada orang lain.
9
 
 Sewa menyewa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah sewa 
menyewa tanah baik itu tanah pertanian atau pun tanah perkebunan, sehingga  
banyak pendapat ulama mengenai sewa tanah diantara pendapat ulama antara lain 
pendapat Ibn Hazm di dalam buku Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi 
Islam karya Nur Chamid menurut beliau menyewakan tanah sama sekali tidak 
diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, 
atau pun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun 
tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar maupun dirham. Bila hal 
ini terjadi, hukum sewa menyewa akan batal selamanya, kecuali dengan sistem 
bagi hasil atau kerjasama penanaman, jika terdapat bangunan pada tanah itu 
maka bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi 
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tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.
10
 Menurut Maulana Maududi dalam 
buku Sistem Ekonomi Islam karya Muhammad Syarif Chaudry ia berpandang 
bahwa hanya bagi hasil saja yang diizinkan dalam Islam, menurutnya persewaan 
tidak dibenarkan karena dalam sistem ini tuan tanah tidak bersedia membagi 
kerugian jika terjadi kerusakan tanaman. Tuan tanah mendapat uang sewa 
sekalipun produksi di tanahnya gagal sama sekali, sehingga penyewa yang 
memikul seluruh kerugian. Dalam pandangan Maududi, menyewakan tanah sama 
seperti membuangkan uang, sehingga transaksi itu mengandung sifat riba yang 
diharamkan dalam Islam.  
Sewa menyewa tanah sudah terjadi pada masa Nabi SAW berikut adalah 
hadis mengenai sewa menyewa tanah: 
 ِهيَلَع الله ىَّلَص الله  ؿو سر ىَنَ َؿاَقَػف ِضرلأاءاَرِك ْنَع جْي ِدَخ َنْب عِفَار َؿأَس  هَّنأ سْيَػق ِنْب َةََلظْنَح ْنَع
 ِبا ؿاَقَػف ِضرلأاءاَرِك ْنَع مّلسكا ِباّمأ ؿاقَف ِِؽرَولاَك اِبهّذلا ِِهب َسَأب َلاَف ِِؽرَولاَك اِبهّذل  
“Dari Hanz}alah bin Qais bahwasanya ia bertanya kepada Rafi‟ bin Khudaij 
tentang menyewakan tanah. Rafi‟ berkata “ Rasulullah SAW melarang 
persewaan tanah.” Hanz}alah berkata “apakah dengan emas dan perak?” Rafi‟ 
berkata “adapun dengan emas dan perak maka tidak apa-apa (diperbolehkan)” 11 
 
Jadi, meskipun banyak berbagai pendapat mengenai sewa menyewa tanah 
dan sekalipun sistem persewaan dilarang oleh Nabi, tetapi hal itu sangat populer 
pada masa hidup Nabi SAW dan banyak sahabat terkenal yang melakukan 
persewaan baik bagi hasil maupun sewa, yang terpenting adalah yang dianjurkan 
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Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 259-260.   
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oleh Nabi SAW sendiri.
12
 Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk 
memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang 
sudah ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah 
manusia tidak memakan harta sesama secara batil. Adapun rukun dan syarat 
mengenai sewa menyewa yang sudah di tetapkan adalah sebagai berikut:
13
 
1. Mu’jir dan musta’jir (orang yang melakukan akad sewa menyewa) 
2. S}igat  
3. Ujrah 
4. Barang yang disewakan 
5. Manfaat  
Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang sehubungan dengan para 
pihak yang melakukan akad sewa menyewa (ija>rah). Syarat-syarat tersebut antara 
lain: 
1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa 
adanya paksaan dari pihak lain.  
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang 
diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara 
melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta 
mengetahui masa mengerjakannya.
14
 
3. Untuk akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa 
tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, 
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harus diterangkan jenis tanamnannya, kecuali jika pemilik tanah memberi 
izin untuk ditanami apa saja
15
. 
4. Manfaatnya diketahui. 
5. Manfaatnya diperbolehkan. 
6. Biaya sewa diketahui.16 
Dalam sewa-menyewa, Islam juga mengatur bagimana pembatalan dan 
berakhirnya ija>rah (sewa-menyewa). Ija>rah merupakan jenis akad yang lazim, 
yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu 
pihak, kecuali jika ada faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor 
yang menyebabkan ija>rah menjadi fasakh, antara lain: 
1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaaan berada di tangan 
penyewa (musta’jir). Benda yang disewakan rusak. 
2. Terpenuhinya manfaat benda ija>rah atau selesainya pekerjan dan juga 
berakhirnya waktu yang telah ditentukan.  
Ketika masa ija>rah berakhir, penyewa (musta’jir) harus mengembalikan 
benda ija>rah kepada mu’jir. Apabila benda ija>rah berupa benda bergerak, benda 
tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, 
musta’jir harus menyerahkan dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika 
benda ija>rahnya berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam 
keadaan kosong dari tanaman. 
Pada saat ini, banyak terjadi fenomena sewa menyewa salah satunya yaitu 
sewa menyewa tanah. Tanah sebagai faktor produksi karena kebanyakam 
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aktifitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah karena itu 
Islam memandang tanah sebagai faktor produksi yang terpenting.
17
 Tanah 
diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun untuk mencari 
nafkah dengan cara menggarapnya. Penggarapan sawah dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau dia serahkan 
kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Seseorang yang memiliki tanah 
tidak boleh menelantarkannya karena tanah merupakan faktor produksi. Dalam 
pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena 
alasan keahlian atau karena alasan lainnya. Maka dari itu ia dapat menyerahkan 
pada orang lain dengan sistim sewa. 
Dalam sewa menyewa terdapat rukun dan syarat yang sesuai dengan 
Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau 
obyek ija>rah yaitu manfaat yang akan dijadikan obyek ija>rah harus diketahui 
dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat dan waktu. Jadi sewa menyewa 
apapun harus diketahui segalanya dengan pasti. Sewa menyewa adalah hal yang 
lumrah terjadi di berbagai daerah dengan ketentuan yang sudah biasa terjadi pada 
masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda  seperti halnya sewa-menyewa 
tanah ladang
18
 yang terjadi di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang, sewa 
menyewa tanah ladang yang terjadi di Desa Bantar saat ini dilakukan oleh 7 
orang penyewa dan pemberi sewa. Sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar 
biasanya masa sewanya adalah tahunan tentunya dengan biaya sewa yang sudah 
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disepakati dan yang sudah biasa dilakukan di Desa Bantar ini, biaya sewanya 
yaitu Rp. 600.000/cengkal 10 (700 Meter) selama 1 tahun.  
Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan informasi dari penyewa 
bahwa terdapat penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu 
sewa tanah ladang saat penyewa dan pemberi sewa melakukan akad, padahal 
batas waktu sewa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 
melakukan sewa-menyewa. Selain batas waktu, dalam praktik sewa menyewa 
tanah ladang di Desa Bantar penulis juga menemukan informasi bahwa pada saat 
akad berlangsung antara penyewa (mu’ji>r) dan pemilik tanah ladang (musta’ji>r) 
tidak menjelaskan mengenai pemanfaatan tanah ladang tersebut tidak dijelaskan 
tanaman apa yang akan di tanam di tanah ladang tersebut dan tanaman apa yang 
boleh di tanam. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan ibu Risah yang 
mengatakan bahwa: “sewa menyewa tanah ladang disini biasanya tidak 
menyebutkan tanah yang disewa untuk ditanami apa saat akad terjadi”.19 
Padahal akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya 
untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamnannya, kecuali jika pemilik tanah 
memberi izin untuk ditanami apa saja 
 Mengenai penentuan batas waktu yang tidak disebutkan pada saat akad 
dilakukan, ternyata tidak dilakukan oleh semua penyewa dan pemberi sewa yang 
ada di Desa Bantar. Dalam melakukan akad sewa tanah, akad sewa tersebut baru 
sah apabila dijelaskan peruntukkannya apakah akadnya untuk ditanami atau 
untuk mendirikan bangunan, hal tersebut harus dijelaskan pada saat akad. 
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Dalam Islam, tidak boleh bekerjasama yang dapat merugikan salah satu 
pihak, sedangkan jika sewa menyewa tanah tidak diketahui batas waktunya maka 
dapat merugikan salah satu pihak baik itu si pemberi sewa maupun si penyewa. 
Kerugian yang dapat dialami pemberi sewa yaitu kerugian materiil karena 
dengan biaya sewa yang tidak seberapa itu tidak sesuai dengan hasil yang akan ia 
dapatkan jika ia menggarap atau mengolah tanah itu sendiri. Kerugian yang dapat 
ditimbulkan bagi penyewa adalah jika sewaktu-waktu si pemberi sewa menarik 
tanah yang disewakannya tersebut pada saat si penyewa sedang memanfaatkan 
tanahnya untuk ditanami dan pada saat tanaman tersebut belum dapat dipanen, 
sedangkan dalam pembatalan dan berakhirnya sewa tanah pertanian/ladang si 
penyewa harus mengembalikannya dalam keadaan kosong dari tanaman. 
Disini muncul permasalahan bahwa tidak semua praktik sewa menyewa 
tanah ladang yang ada di Desa Bantar sesuai dengan rukun dan syarat sah sewa 
menyewa. Penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa 
tanah dan tidak menjelaskan obyek manfaat ladang  apakah dapat memberikan 
kerugian kepada penyewa maupun pemberi sewa, apakah sewa menyewa tersebut 
dapat menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan satu pihak 
dan apakah sewa menyewa tersebut sah atau tidak dan apakah dapat 
menimbulkan perselisihan atau tidak. Peneliti menjadikan Desa Bantar sebagai 
objek penelitian karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 
menemukan fakta yang menarik untuk diteliti bahwa tidak semua sewa menyewa 
tanah ladang yang terjadi di Desa Bantar melakukan praktik sewa menyewa 
sesuai dengan syarat dan rukun yang ada yang sesuai dengan hukum Islam. 
Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul: 
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“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa 
Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas” 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan 
sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami 
makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian 
kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni: 
1. Tinjauan  
Tinjauan adalah suatu kegiatan meninjau (menyelidiki), pendapat, 
pandangan.
20
 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam yang peneliti maksud adalah pendapat Sayyid Sabiq 
dalam kitab Fiqh Sunah tentang ija>rah21 dan pendapat Wahbah az-Zuhaili 
dalam kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu tentang ija>rah22 yang digunakan 
untuk mencari hukum sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Desa 
Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. 
3. Sewa Menyewa 
Sewa-menyewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa 
diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.  
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Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2006), 
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 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilatuhu (Beiruts: Daar Al-Fikr, 1989), V, hlm. 
386.  
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil permasalahan 
sebagi berikut: 
1. Bagaimana praktik sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan 
Jatilawang Kabupaten Banyumas? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sewa menyewa tanah ladang di 
Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah ladang yang terjadi di 
Desa Bantar kecamatan Jatilawang 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa 
menyewa tanah ladang yang terjadi di Desa Bantar kecamatan Jatilawang. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu 
pengetahuan 
b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas 
Syari‟ah Prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah mengenai Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang. 
c. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi 
pembacanya pada umumnya. 
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d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang bagi para peneliti yang hendak 
mengkaji kembali hasil penelitian ini.  
 
E. Telaah Pustaka 
Kajian mengenai permasalahan sewa menyewa telah banyak dibahas 
dalam buku-buku ekonomi Islam maupun ekonomi umum. Buku-buku yang 
membahas mengenai sewa menyewa diantaranya adalah buku karya Ahmad 
Dahlan yang berjudul Bank Syariah. Dalam buku tersebut ija>rah yaitu 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownwership milkiyyah) atas barang 
tersebut.
23
 
Muhammad dalam bukunya berjudul Model-model Akad Pembiayaan Di 
Bank Syariah. Dalam bukunya tersebut dinyatakan bahwa Ija>rah disebut akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 
melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri. maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang 
mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak 
mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk 
zatnya melainkan  sifatnya dan dibayar sewa.
24
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Ahmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penyelesain 
Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia bahwa dalam perikatan (akad) al-ija>rah 
terdapat masa akhir yang harus dipatuhi, yaitu Terjadinya cacat pada barang 
sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat cacat sewa, rusaknya 
barang yang disewakan sebagaimana rumah dan binatang yang menjadi cacat, 
rusaknya barang yang diupahkan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, boleh 
membatalkan sewa karena adanya larangan dari salah satu pihak. 
25
 
Selain melakukan penelusuran mengenai sewa menyewa tersebut di 
dalam buku-buku ekonomi baik ekonomi Islam maupun ekonomi umum, peneliti 
juga melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 
memiliki korelasi dengan penelitian penulis. 
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang 
akan diteliti oleh penulis adalah hasil skripsi Heni Mujiati yang berjudul 
Pertanggungjawaban Sewa Menyewa Rumah Menurut KUHPerdata dan Hukum 
Islam, bahwa penelitian tersebut menyebutkan apabila objek sewa rusak atau 
musnah, maka hal tersebut menjadi tanggng jawab pemilik sepenuhnya dan 
penyewa tidak bertanggung jawab kecuali barang tersebut rusak atau musnah 
karena disengaja.
26
 Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan 
praktik sewa menyewa tanah ladang dimana objek yang dijadikan dalam sewa 
menyewa sudah terlihat jelas namun dalam praktiknya,  penyewa dan pemberi 
sewa tidak menentukan batas waktu dan pemanfaatan obyek sewa.  
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Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 191-192.   
26Heni Mujiati, “Pertanggungjawaban Sewa Menyewa rumah Munurut KUHPerdata dan 
Hukum Islam”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)  
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Skripsi Achmad Mufidin Sunani yang berjudul Akad Sewa Tanah 
Bengkok Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasusu di Desa Grujugan 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas), bahwa penelitian tersebut 
menyebutkan perjanjian sewa tanah bengkok antar lembaga dengan personal, 
perjanjian sewa tanah tersebut hanya diperuntukkan untuk pertanian saja, tetapi 
pada kenyataannya tanah tersebut tidak hanya digunakan untuk petanian saja 
tetapi ada beberapa orang petani yang menyewa tanah tersebut digunakan untuk 
hal lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.
27
 Sedangkan dalam 
skripsi ini penulis akan memaparkan praktik sewa menyewa tanah ladang dimana 
antara pemilik tanah ladang dan penyewa tidak memberi kejelasan mengenai 
pemanfaatan tanah ladang dan penentuan batas waktu di awal akad.   
Skripsi Hawa Santika yang berjudul Sewa Menyewa Tanah untuk 
Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen 
Kabupaten Banyumas) penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam sewa tidak 
diperbolehkan pengambilan materi karena dapat menimbulkan kerusakan dzat pada 
objeknya. Objek sasaran transaksi harus dapat diserahterimakan berikut segala 
manfaatnya, serta objek manfaat harus bersifat mubah dan bukan sesuatu yang 
haram.
28
 Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan praktik sewa 
menyewa tanah ladang  yang tidak ada kejelasan dalam  penentuan batas waktu dan 
pemanfaatan obyek sewa.  
                                                             
27Achmad  Mufudin Sunani,” Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perpektif Hukum Islam 
(Studi Kasusu di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”. Skripsi (Purwokerto: 
IAIN Purwokert, 2015) 
28Hawa santika,”Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasusu di 
Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”. Skripsi (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 
2015)  
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Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis 
belum ada yang meneliti secara rinci tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten 
Banyumas. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang 
sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Desa Bantar sebagai bahan 
penelitian. 
 
 
F. Sistematika Pembahasan  
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka 
penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian 
sebagai berikut: 
Bab Pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang masalah, Definisi Operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.  
Bab kedua, memuat uraian mengenai ija>rah (sewa-menyewa) dalam Islam 
yang meliputi pengertian dan dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, 
bentuk-bentuk ija>rah, serta pembatalan dan berakhirnya ija>rah, Bentuk-bentuk 
garar dalam ija>rah. 
Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi 
jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data. 
Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi 
tentang praktik sewa tanah ladang yang dilakukan di Desa Bantar Kecamatan 
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Jatilawang kabupaten Banyumas, tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa 
tanah ladang di Desa Bantar. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pelaksanaan sewa menyewa tanah ladang yang ada di Desa Bantar Kec. 
Jatilawang Kab. Banyumas  dan tinjauan hukum Islam. 
Bab kelima Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran 
yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa-
menyewa tanah ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten 
Banyumas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar ini memang sering dilakukan 
oleh masyarakat setempat. Sewa menyewa tanah ladang ini terjadi melalui 
suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik 
tanah ladang dan penyewa tanah ladang, baik itu berkaitan dengan manfaat 
ataupun waktu. Akan tetapi mengenai kejelasan pemanfaatan tanahnya tidak 
disebutkan dengan jelas dan terdapat pemilik tanah ladang yang memberikan 
sewa tanpa penentuan batas waktu sewa atau membebaskan waktu sewa 
karena tidak ada yang bersedia menggarap atau pun masih ada hubungan 
saudara. Pembayaran upah sewa tidak dilakukan pada saat akad terjadi namun 
penyewa sudah boleh menggarap, dan pembayaran dilakukan kemudian, akan 
tetapi tidak semua pemilik tanah membolehkan pembayaran uang sewa 
dengan cara tersebut. Obyek akad dapat ditentukan dan diketahui sehingga 
dapat diserahkan secara syara‟. 
2. Adapun pelaksanaan sewa-menyewa tanah ladang di Desa Bantar menurut 
hukum Islam yang bersumber dari al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma tentang 
sewa menyewa, maka sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar 
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Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah dipandang sah dan 
dibenarkan. Dilihat dari segi rukun sewa menyewa, tidak ada kecacatan 
dalam rukunnya, akan tetapi terdapat kecacatan pada syarat sewa menyewa 
yaitu tidak ada kejelasan mengenai obyek manfaatnya namun hal tersebut 
merupakan kebiasaan masyarakat setempat, dan terdapat pelaku sewa 
menyewa yang tidak menentukan batas waktu berakhirnya masa sewa karena 
tolong menolong, yaitu pemilik tanah kebun sudah tidak dapat menggarap 
sendiri tanah ladang miliknya sehingga pemilik tanah ladang membebaskan 
waktu sewa dan menyewakannya kepada orang yang masih ada hubungan 
saudara. Sehingga sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar sudah sesuai 
dengan syara‟.  
B. Saran  
Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada 
beberapa saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut: 
1. Kepada pemilik tanah ladang sebaiknya memberikan kejelasan obyek 
manfaat pada saat akad dilakukan agar manfaat sesuai peruntukannya dan 
agar tidak terdapat perselisihan dikemudian hari. 
2. Kepada penyewa tanah ladang sebaiknya sistem pembayaran uang sewa 
dibayarkan pada saat akad dilakukan  agar jelas dan sewa menyewa berjalan 
dengan baik.  
3. Untuk kedua pihak sebaiknya batas waktu sewa ditentukan dengan jelas baik 
melakukan akad sewa dengan orang lain maupun dengan orang yang masih 
ada hubungan saudara agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan. 
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